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PANGGILAN 
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN 

PT BANK CIMB NIAGA Tbk
PT Bank CIMB Niaga Tbk berkedudukan di Jakarta Selatan (“Perseroan”) dengan ini mengundang para pemegang saham untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham 
Tahunan (“Rapat”) yang akan diselenggarakan pada:                         
Hari/tanggal   :  Senin, 15 April 2019
Waktu    :  Pukul 14.00 WIB s/d selesai
Tempat    :  The Financial Hall, Graha CIMB Niaga lantai 2, Jl. Jend. Sudirman Kav. 58,  Jakarta Selatan
Agenda dan Penjelasan Agenda Rapat:
1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan dan pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada tanggal  

31 Desember 2018.
Memperhatikan ketentuan pasal 12 ayat 2 dan ayat 2.a Anggaran Dasar (“AD”) Perseroan, juncto Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68, dan Pasal 69 Undang-Undang Perseroan 
Terbatas (“UUPT”), Perseroan akan memaparkan Pokok-Pokok Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan tahun buku 2018 mencakup jalannya 
usaha Perseroan dan pencapaian yang telah dicapai selama tahun buku 2018. Mengusulkan kepada Rapat untuk: (i) menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk 
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018; dan (ii) mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 
tanggal 31 Desember 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota PricewaterhouseCoopers Global di 
Indonesia) sebagaimana dimuat dalam laporannya tertanggal 15 Februari 2019 dengan pendapat bahwa “Laporan Keuangan Konsolidasian menyajikan secara wajar, 
dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Bank CIMB Niaga Tbk dan entitas anaknya  tanggal 31 Desember 2018 serta kinerja keuangan dan 
arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia”; (iii) mengesahkan laporan tugas 
pengawasan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah (“DPS”) Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018; dan (iv) memberikan 
pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (“volledig acquit et décharge”) kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris termasuk anggota DPS 
Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku 2018 (termasuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang telah mengundurkan diri 
pada tahun 2018 sebagaimana telah disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) Luar Biasa tanggal 19 Desember 2018), sejauh tindakan kepengurusan dan 
pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2018. 

2. Penetapan Penggunaan Laba Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
Memperhatikan ketentuan pasal 11 ayat 13, pasal 22 ayat 1 AD Perseroan, Pasal 70 dan 71 UUPT, kepada Rapat juga akan dimintakan persetujuan atas penggunaan 
laba Perseroan tahun buku 2018 untuk: (i) pembagian dividen tunai; (ii) tidak melakukan penyisihan untuk cadangan mengingat jumlah cadangan wajib Perseroan telah 
memenuhi ketentuan syarat minimum sesuai ketentuan UUPT; dan (iii) membukukan sisa laba bersih tahun buku 2018 sebagai laba yang ditahan. 

3. Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Perseroan untuk Tahun Buku 2019 dan Penetapan Honorarium serta Persyaratan lain Berkenaan 
dengan Penunjukan tersebut.
Memperhatikan ketentuan pasal 11 ayat 13 AD Perseroan dan Pasal 68 UUPT, kepada Rapat akan dimintakan persetujuan untuk penunjukan kembali Angelique Dewi 
Daryanto, S.E., CPA  sebagai Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota PricewaterhouseCoopers Global di 
Indonesia) sebagai Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan 
untuk tahun buku 2019, dan honorarium serta persyaratan lain berkenaan dengan penunjukan tersebut.

4. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.
Memperhatikan keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 19 Desember 2018 sehubungan dengan keputusan pengunduran diri beberapa anggota Dewan Komisaris dan 
Direksi, dan dengan berakhirnya masa jabatan Presiden Direktur dan seluruh anggota DPS pada penutupan Rapat kali ini, maka sesuai ketentuan pasal 3 dan pasal 23 
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“POJK”) No. 33/POJK.04/2014, pasal 11 ayat 3, pasal 14 ayat 2 AD, serta pasal 94 dan pasal 105 dan 111 UUPT akan diusulkan 
kepada Rapat untuk mengajukan:
- Pengangkatan Bapak Didi Syafruddin Yahya sebagai Komisaris, dan Ibu Sri Widowati sebagai Komisaris Independen berlaku sejak penutupan Rapat dan efektif 

setelah mendapat persetujuan dari OJK dan/atau terpenuhinya persyaratan yang ditetapkan dalam persetujuan OJK dimaksud (“Efektif”) sampai dengan penutupan 
RUPS Tahunan yang keempat setelah tanggal Efektif pengangkatannya.

- Pengangkatan kembali seluruh anggota DPS berlaku efektif sejak penutupan Rapat sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang keempat.
- Pengangkatan kembali Bapak Tigor M. Siahaan selaku Presiden Direktur berlaku efektif sejak penutupan Rapat sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang 

keempat.
5. Penetapan Besarnya Gaji atau Honorarium, Tantiem/Bonus, dan Tunjangan Lain bagi Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan.

Memperhatikan ketentuan Pasal 11 ayat 13, dan Pasal 20 ayat 6 AD Perseroan, POJK No.45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi 
Bagi Bank Umum, Pasal 96 dan 113 UUPT akan diusulkan kepada Rapat untuk: (i) menyetujui dan menetapkan gaji atau honorarium dan tunjangan lain untuk Dewan 
Komisaris dan DPS Perseroan untuk tahun buku 2019 serta memberikan kuasa kepada Presiden Komisaris untuk menetapkan besarnya gaji atau honorarium dan 
tunjangan lain untuk masing-masing anggota Dewan Komisaris dan DPS Perseroan tersebut dengan memperhatikan saran atau pendapat dari Komite Nominasi dan 
Remunerasi; (ii) menyetujui jumlah tantiem/bonus Direksi untuk tahun buku 2018; (iii) menyetujui pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan 
gaji, tunjangan hari raya, dan tunjangan lain untuk Direksi dan masing-masing anggota Direksi Perseroan tahun buku 2019 serta tentiem/bonus untuk masing-masing 
anggota Direksi tahun buku 2018 yang akan dibayarkan Tahun 2019, dengan memperhatikan Rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan;  
(iv) Menyetujui pemberian remunerasi yang bersifat variabel dalam bentuk saham atau instrumen yang berbasis saham yang akan diberikan tahun 2019 kepada Dewan 
Komisaris dan Direksi yang karena tugas dan tanggung jawabnya mengambil keputusan yang berdampak signifikan terhadap profil risiko Bank. Kecuali remunerasi yang 
bersifat variabel bagi Komisaris Independen dikonversi dan diberikan dalam bentuk tunai. Program remunerasi tersebut sesuai dengan POJK No.45/POJK.03/2015 guna 
menjaga kesehatan bank secara individual dan memitigasi adanya excessive risk taking dalam pengambilan keputusan oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi, dan 
memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya remunerasi yang bersifat variabel tersebut untuk masing-masing anggota Dewan Komisaris dan 
Direksi dengan memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

6. Persetujuan Pengkinian Rencana Aksi (Recovery Plan) Perseroan.
Memperhatikan POJK Nomor 14/POJK.03/2017 tentang Rencana Aksi (Recovery Plan) bagi Bank Sistemik, Perseroan telah menyusun Rencana Aksi untuk mengantisipasi 
permasalahan keuangan yang mungkin terjadi di masa yang akan datang yang sebelumnya telah memperoleh persetujuan RUPS Tahunan pada tanggal 24 April 2018. 
Mengingat Rencana Aksi tersebut mengalami pengkinian dan telah disampaikan kepada OJK tanggal 28 November 2018 maka sesuai Pasal 31 POJK tersebut di 
atas pengkinian Rencana Aksi wajib memperoleh persetujuan pemegang saham dalam RUPS. Adapun beberapa hal yang mengalami pengkinian diantararnya adalah 
menyangkut trigger level dalam rangka kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku saat ini, dan pemenuhan kecukupan dan kelayakan instrumen utang atau investasi 
yang memiliki karakteristik modal yang dimiliki oleh Bank Sistemik melalui penerbitan Obligasi Subordinasi III Bank CIMB Niaga Tahun 2018 yang telah dilakukan oleh 
Perseroan.

7. Persetujuan Pembelian Kembali Saham Perseroan (share buyback).
Memperhatikan POJK No.45/POJK.03/2015 dan POJK 30/POJK.04/2017 akan diusulkan kepada Rapat agar menyetujui rencana Pembelian Kembali Saham Perseroan 
(share buyback) dari publik sejumlah sebanyak-banyaknya 20 juta saham dengan biaya sebesar-besarnya Rp.25 milyar (termasuk biaya transaksi dan pajak) dengan tetap 
memperhatikan ketentuan yang berlaku. Pembelian kembali saham ini akan dilakukan setelah memperoleh persetujuan dari OJK dan dengan periode pembelian saham 
yang mengacu kepada POJK di atas yaitu paling lambat selesai pada 18 (delapan belas) bulan sejak keputusan Rapat.
Adapun tujuan penggunaan dari hasil pembelian kembali saham Perseroan tersebut adalah untuk memenuhi ketentuan POJK 45/POJK.03/2015 yaitu untuk pemberian 
remunerasi yang bersifat variabel kepada anggota Manajemen yang termasuk kategori pengambil risiko (Material Risk Takers atau MRT) dalam bentuk saham selama  
3 (tiga) tahun (yang dibayarkan tahun 2019, 2020 dan 2021).

8. Lain-lain:
- Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Bank CIMB Niaga Tahap IV Tahun 2018; Sukuk 

Mudharabah Berkelanjutan I Bank CIMB Niaga Tahap I Tahun 2018; dan Obligasi Subordinasi III Bank CIMB Niaga Tahun 2018.
Memperhatikan Pasal 6 POJK Nomor 30/POJK.04/2015 mengenai Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, dalam Rapat akan dilaporkan 
pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum tersebut diatas sebagaimana telah dilaporan kepada OJK Pasar Modal melalui surat  
No. 003/DIR/I/2019 tanggal 10 Januari 2019 dengan tembusan kepada Bursa Efek Indonesia dan OJK Pengawas Bank bahwa pada posisi 31 Desember 2018 dana 
yang diperoleh dari masing-masing dari (i) Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Bank CIMB Niaga Tahap IV Tahun 2018 sebesar Rp.1.016.523.355.000 (net); 
(ii) Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Bank CIMB Niaga Tahap I Tahun 2018 sebesar Rp.993.366.142.421 (net); dan (iii) Obligasi Subordinasi III Bank CIMB Niaga 
Tahun 2018 Rp.144.480.674.465 (net) telah digunakan sesuai dengan rencana penggunaan dana sebagaimana diungkapkan dalam Prospektus masing-masing.

- Laporan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan.
Memperhatikan POJK No.51/POJK.03/2017, akan dilaporkan kepada Rapat mengenai Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan tahun 2019 – 2023 Perseroan yang 
telah disampaikan kepada OJK Pengawas Bank pada tanggal 27 November 2018. Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan adalah rencana kegiatan jangka pendek 
(satu tahun) dan jangka panjang (lima tahun) yang menjadi prioritas Perseroan, dalam rangka menerapkan Keuangan Berkelanjutan, dengan tetap memperhatikan 
pemenuhan ketentuan kehati-hatian dan penerapan manajemen risiko.

- Laporan Perubahan Peraturan Bursa Efek Indonesia No. I-A khususnya terkait jabatan Direktur Independen.
Memperhatikan Perubahan Peraturan Bursa Efek Indonesia Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh 
Perusahaan Tercatat terkait dengan tidak diaturnya kewajiban jabatan Direktur Independen, maka Perseroan akan melaporkan pembatalan penunjukan Fransiska Oei, 
Direktur Kepatuhan sebagai Direktur Independen yang dilakukan pada RUPS Tahunan tanggal 25 April 2017 sejak penutupan Rapat ini. 

Penjelasan Kuorum Kehadiran dan Keputusan:
a. Rapat adalah sah dan dapat dilangsungkan serta mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang sah yang 

mewakili lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah. Kecuali khusus untuk Agenda 7, Rapat 
adalah sah dan berhak mengambil keputusan apabila Rapat dihadiri oleh para Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah yang memiliki paling sedikit 2/3 (dua per tiga) 
bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah;

b. Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui 
lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dan atau diwakili dalam Rapat. Kecuali khusus untuk Agenda 7, keputusan 
adalah sah jika disetujui lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir atau diwakili dalam Rapat.

Ketentuan Umum:
a. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para pemegang saham, dan Panggilan ini merupakan undangan resmi.
b. Pemegang Saham yang berhak hadir/diwakili dan memberikan suara dalam Rapat tersebut adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang 

Saham Perseroan atau Pemegang Saham dalam Rekening Efek pada Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 
2019 pukul 16.00 WIB.

c. Para Pemegang Saham Perseroan yang sahamnya belum masuk dalam Penitipan Kolektif KSEI atau kuasa mereka yang sah yang akan menghadiri Rapat, wajib 
untuk memperlihatkan asli Surat Kolektif Saham atau menyerahkan fotokopinya dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (“KTP”) atau bukti jati diri lainnya kepada Petugas 
Pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Sedangkan para Pemegang Saham yang sahamnya telah masuk dalam Penitipan Kolektif KSEI atau kuasa mereka yang 
sah yang akan menghadiri Rapat, diwajibkan untuk menyerahkan asli Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (“KTUR”) dan fotokopi KTP atau bukti jati diri lainnya.

d. Pemegang saham Perseroan yang tidak dapat hadir dalam Rapat, dapat diwakili oleh kuasanya dengan ketentuan:
i. Membawa Surat Kuasa yang sah dan dapat diterima oleh Direksi Perseroan, atau sesuai standar surat kuasa yang dapat diperoleh di Kantor Pusat Perseroan (bagian 

Sekretaris Perusahaan) pada jam kerja atau dapat diunduh dari situs web Perseroan;
ii. Anggota Dewan Komisaris, Direksi dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan 

selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara (termasuk bertindak selaku pemegang saham);
iii. Surat kuasa dari pemegang saham yang beralamat di luar negeri harus dilegalisasi di Konsulat Republik Indonesia setempat;
iv. Surat kuasa yang telah dilengkapi disertai fotokopi KTP atau tanda pengenal lain dari pemberi dan penerima kuasa harus telah diterima Perseroan melalui Biro 

Administrasi Efek (BAE) PT Bima Registra, Satrio Tower, 9th Floor A2, Jalan Prof. Dr. Satrio Blok C4, Kuningan Setiabudi - Jakarta Selatan 12950 – Indonesia,  
telp: (021) 25984818 Fax : (021) 25984819 Website: www.bimaregistra.co.id

e. Wakil pemegang saham yang berbentuk badan hukum (Pemegang Saham Badan Hukum) wajib menyerahkan:
i. Fotokopi Anggaran Dasar yang berlaku;
ii. Dokumen pengangkatan para anggota/pengurus yang menjabat;

 Kepada Perseroan melalui BAE dengan alamat tersebut di atas (huruf d.iv.) paling lambat tanggal 11 April 2019.
f. Bahan Rapat termasuk penjelasan penjelasan agenda selengkapnya, seluruh materi Rapat (termasuk Laporan Tahunan tahun buku 2018), Daftar Riwayat Hidup 

Pengurus dan Akuntan Publik serta profil Kantor Akuntan Publik yang akan diusulkan dalam Rapat selengkapnya telah tersedia pada situs web Perseroan yakni  
www.cimbniaga.com, atau dapat diperoleh dengan mengajukan permohonan tertulis kepada bagian Sekretaris Perusahaan Perseroan pada jam kerja dengan alamat 
sebagaimana tertera di bawah. 

g. Para pemegang saham diharapkan untuk terlebih dahulu membaca Tata Tertib Rapat dan mempelajari Tata-cara Pemungutan Suara yang telah tersedia pada situs web 
Perseroan sejak tanggal Panggilan ini.

h. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, para pemegang saham atau kuasanya diminta dengan hormat sudah berada di tempat Rapat selambat-lambatnya 
pukul 13.00 WIB.

Sesuai dengan praktik-praktik Tata Kelola Perusahaan yang baik, Perseroan telah mempertimbangkan dengan baik tempat dan waktu pelaksanaan Rapat, sehingga 
pemegang saham dapat hadir dan diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam Rapat. Oleh karena itu, Direksi menghimbau kepada seluruh pemegang saham Perseroan 
agar dapat hadir dan mempergunakan haknya dengan sebaik-baiknya memberikan suara pada pengambilan keputusan terhadap seluruh agenda Rapat. 

Jakarta, 15 Maret 2019
Direksi 

PT Bank CIMB Niaga Tbk
Alamat: Sekretaris Perusahaan, Graha CIMB Niaga lantai 16, Jl. Jend. Sudirman Kav. 58 – Jakarta Selatan

Telp. (021) 250 5252, fax. (021) 252 6749, e-mail: corporate.secretary@cimbniaga.co.id; situs web: www.cimbniaga.com
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INVITATION TO 
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 

PT BANK CIMB NIAGA Tbk
PT Bank CIMB Niaga Tbk, domiciled in South Jakarta (the “Company”), herewith invites the shareholders to attend the Annual General Meeting of Shareholders Meeting (the “Meeting”), which will be held on:                         
Day/date   :  Monday, April 15th, 2019
Time    :  14:00 Western Indonesian Time onwards
Venue    :  The Financial Hall, 2nd Floor Graha CIMB Niaga, Jl. Jend. Sudirman Kav. 58,  South Jakarta
Agenda and Explanation of the Meeting:
1. Approval of the Company’s Annual Report and Ratification of the Company’s Consolidated Financial Statements for the Financial Year ended on December 31, 2018.

Pursuant to Article 12 paragraph 2 and 2.a of the Company’s Articles of Association (“AoA”), in conjunction with Article 66, Article 67, Article 68, and Article 69 of the Company Law/Undang-Undang Perseroan Terbatas (“UUPT”), the 
Company will explain about the Main Points of the Company’s Annual Report and Annual Financial Statements for the year 2018, including the course of business of the Company and the achievements during the Financial Year of 2018. 
Propose to the Meeting to: (i) approve the Financial Statements of the Company for the Financial Year ended on December 31st, 2018; (ii) ratify the Company’s Consolidated Financial Statement for the Financial Year ended on December 
31st, 2018, which has been audited by the Public Accounting Firm of Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (a member firm of PricewaterhouseCoopers Global in Indonesia) as stipulated in the report dated February 15th, 2019 with opinion 
“The accompanying Consolidated Financial Statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of PT Bank CIMB Niaga Tbk and its subsidiaries as of December 31st, 2018, and their  consolidated financial 
performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting  Standards”; (iii) ratify the annual Supervisory Report of the Board of Commissioners (“BOC”) and the Sharia Supervisory Board 
(“SSB”) of the Company for the Financial Year ended on December 31st, 2018; and (iv) acquit and discharge (“volledig acquit et décharge”) the Board of Directors (“BOD”) and the BOC including the SSB of the Company for the management 
and supervision performed in the Financial Year of 2018 (including members of Boar d of  Director and BOC which have resigned in 2018 as approved by the Extraordinary General Meeting of Shareholders (“GMS”) dated December 19th, 
2018), provided that the management and supervision are reflected in the Company’s Annual Report for the Financial Year ended on December 31st, 2018. 

2. Determination on the Use of the Company’s Profit for the Financial Year ended on December 31, 2018.
Pursuant to Article 11 paragraph 13, Article 22 paragraph 1 of the Company’s AoA, Article 70 and 71 UUPT, propose to the Meeting to approve the determination on the use of the Company’s profit for the Financial Year of 2018 to:  
(i) distribution of cash dividend; (ii) The Company does not set aside reserve fund, considering the minimum mandatory reserves of the Company has been met the minimum requirement stipulated in the UUPT; and (iii) Booked the remaining 
2018 net profit as retained earnings. 

3. Appointment of Public Accountant and Public Accounting Firm for the Financial Year of 2019 and the Determination of Honorarium and Other Requirements related to the Appointment.
Pursuant to Article 11 paragraph 13 of the Company’s AoA and Article 68 UUPT, to propose to the Meeting approval  to appoint Mrs. Angelique Dewi Daryanto, S.E., CPA as Public Accountant and Public Accounting Firm Tanudiredja, 
Wibisana, Rintis & Rekan (a member firm of PricewaterhouseCoopers Global in Indonesia) as Public Accounting Firm listed in the Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan - “OJK”) to audit the Company’s financial statement 
for the Financial Year of 2019, and the honorarium also other requirements related to the appointment.

4. Changes of management of the Company.
With regard to the resolution of Extraordinary GMS dated December 19th, 2018 in connection with resignation of several members of BOC and BOD, and with the end of tenure of the President Director and all members of SSB on the closing 
of this Meeting, in accordance with the provision of Article 3 and Article 23 of OJK Regulation (“POJK”) No. 33/POJK.04/2014, Article 11 paragraph 3, Article 14 paragraph 2 of the Company’s AoA, also Article 94, Article 105, and Article 111 
UUPT, will be proposed to the Meeting to submit:
- Appointment of Mr. Didi Syafruddin Yahya as Commissioner, and Mrs. Sri Widowati as Independent Commissioner with the tenure since the closing of the Meeting and will be effective with regards of the obtainment of OJK Approval 

and/or fulfillment of requirements as determined in the OJK Letter in question (“Effective Date”) until the closing of the fourth Annual GMS after the Effective Date of the appointment.
- Reappointment of all members of SSB which will be effective since the closing of the Meeting until the closing of the fourth Annual GMS (“AGMS”) after the Effective Date.
- Reappointment of Mr. Tigor M. Siahaan as President Director which will be effective since the closing of the Meeting until the closing of the fourth AGMS after the Effective Date.

5. Determination of Salary or Honorarium, Tantiem/Bonus and Other Allowances for the Board of Commissioners, the Board of Directors, and Sharia Supervisory Board of the Company.
Pursuant to Article 11 paragraph 13, and Article 20 paragraph 6 of the Company’s AoA, POJK No. 45/POJK.03/2015 regarding Implementation of Governance for Commercial Banks in the Provision of Remuneration, Article 96 and 113 
UUPT to propose to the Meeting to: (i) approve and determine the remuneration or honorarium and/or other allowances for the BOC and SSB  of the Company for the Financial Year of 2019 and to approve the delegation of authority to 
the President Commissioners to  determine the salary or honorarium and/or other allowances for each member of the BOC and SSB of the Company by taking into account the suggestion and opinion from Nomination and Remuneration 
Committee; (ii) approve the tantiem/bonus for the BOD for the Financial Year of 2018; (iii) approve the delegation of authority to the BOC of the Company to determine the salary,  holiday allowance, and other allowances for the 
BOD and each members of the BOD of the Company for  the Financial Year of 2019 and the tantiem/bonus for each member of BOD for the Financial Year of 2018 by taking into account the recommendation of the Nomination and 
Remuneration Committee; (iv) approve the provision of variable remuneration in the form of share or share-based instrument which will be provided in 2019 to the members of BOC  and BOD because of their duties and responsibilities 
in taking decision which affect significantly to the risk profile of the Bank. Unless such variable remuneration for Independent Commissioner will be converted and granted in cash. The remuneration program is in accordance with  
POJK No.  45/POJK.03/2015 in order to maintain the health of the bank individually and mitigate any excessive risk taking in taking decision for the members of BOC and BOD of the Company, and approve the delegation of authority to the 
BOC to determine the amount of variable remuneration for each members of BOC and BOD by taking into account the recommendation of the Nomination and Remuneration Committee of the Company.

6. Approval on Update of the Recovery Plan of the Company.
Pursuant to POJK No. 14/POJK.03/2017 regarding Recovery Plan for Systemic Bank, the Company has drawn up the Recovery Plan to anticipate possible future financial problems and previously has obtained the approval of the AGMS 
dated April 24th, 2018. Considering such update of Recovery Plan has been delivered to OJK on November 28th, 2018, therefore in accordance with Article 31 of POJK above, the update of Recovery Plan shall obtain the approval from 
Shareholders in the GMS. 
Pursuant to abovementioned Article 3 of the POJK, the Recovery Plan shall be approved by the shareholders at the GMS. Several things which has been updated are related to the trigger level in in order to comply with the prevailing 
regulations, and fulfilment of adequacy and feasibility of debt or investment instrument which has capital characteristic possessed by Systemic Bank through the issuance of Shelf Registration III Bank CIMB Niaga Year 2018 which has 
been conducted by the Company. 

7. Approval on Share Buyback of the Company.
Pursuant to POJK No.45/POJK.03/2015 and POJK No. 30/POJK.04/2017 to be proposed to the Meeting to approve the Share Buyback Plan of the Company from public in the maximum amount of 20 million shares with the total maximum 
fee of Rp. 25 Billion (including the transaction fee and tax) by taking into account the prevailing regulations. The share buyback will be conducted after obtaining the approval from OJK and with the period to buy the shares in accordance 
with the above POJK, which is no later than 18 (eighteen) months since the resolutions of the Meeting.
The purpose of the use of the result of Share Buyback of the Company is to fulfill the provisions as stipulated on POJK No.45/POJK.03/2015, which is to provide the variable remuneration to the members of Management categorized as 
Material Risk Takers or MRT in the form of shares, in the period of 3 (three) years (which will be paid in 2019, 2020, and 2021).

8. Other:
- The Accountability Report of the Use of the Proceeds from the Public Offering of the Shelf Registration Bond II Bank CIMB Niaga Phase IV Year 2018; Shelf Registration Mudharabah I Bank CIMB Niaga Phase I Year 2018; 

and Subordinated Bonds III Bank CIMB Niaga Year 2018.
Pursuant to Article 6 POJK No. 30/POJK.04/2015 regarding Report on Realization of the Use of Proceeds from Public Offerings, in the Meeting will be reported the accountability of the use of the proceeds from the Public Offering 
as mentioned above which has been submitted to OJK Capital Market through Letter No. 003/DIR/I/2019 dated January 10th, 2019 with copies to the Indonesia Stock Exchange (“IDX”) and OJK Banking Supervisory that stated until 
December 31, 2018 all funds obtained from the Public Offering of the Shelf Registration Bond II Bank CIMB Niaga Phase IV Year 2018 amounted to Rp.1,016,523,355,000 (net) and Shelf Registration Mudharabah I Bank CIMB Niaga 
Phase I Year 2018 to Rp.993,366,142,421 (net); and (iii) Subordinated Bonds III Bank CIMB Niaga Year 2018 amounted to Rp.144,480,674,465 (net) have been used in accordance with the plan of funds usage as disclosed in the 
Prospectus. 

 - Report on Financial Sustainability Action Plan.
Pursuant to POJK No.51/POJK.03/2017, will be reported to the Meeting regarding Financial Sustainability Action Plan Year 2019-2023 of the Company which has been submitted to OJK Banking Supervisory on November 27th, 2018. 
Financial Sustainability Action Plan is short term (one year) and long term (five years) activity plan which will be the Company’s priority, in terms of implementing the Financial Sustainability, and by taking into account the fulfillment of 
prudential banking provision and implementation of risk management.

 -   Report on the Amendment of IDX Regulation No. I-A, Specifically Related to the Independent Director position.
Pursuant to the Amendment of IDX Regulation No. I-A regarding Listing of Shares (Stock) and Equity-Type Securities Other Than Stock Issued by the Listed Company, in relation that there are no provisions regulates the responsibilities 
of Independent Director, therefore the Company will report the revocation of appointment of Fransiska Oei, Compliance Director as the Independent Director which was conducted on the Annual GMS dated April 25th, 2017, since the 
closing of this Meeting.

Explanation on Quorum of Attendance and Decision:
a. The Meeting can be legally convened and therefore could take a valid and binding decision if attended by Shareholders or their authorized proxies representing more than 1/2 (half) of the total shares with lawful voting rights issued by the 

Company. Unless for the 7th Agenda, the Meeting could take a valid and binding decision id attended by Shareholders or their authorized proxies representing more than 2/3 (two-thirds) of the total shares with lawful voting rights;
b. The Meeting decisions are resolved based on the deliberation for consensus. In the event that such deliberation for consensus fails to be reached, the decision is valid if it is approved by more than 1/2 (half) of the total shares issued by 

the Company with lawful voting rights present or represented at the Meeting. Unless for the 7th Agenda, the decision is valid if it is approved by more than 2/3 (two-thirds) of the total shares issued by the Company with lawful voting rights 
present or represented at the Meeting.

General Provisions:
a. The Company does not issue a separate letter of invitation to the shareholders, and this Notification is considered as a formal invitation;
b. Shareholders who are entitled to attend or be represented in the said Meeting are shareholders whose names are recorded in the Company’s Shareholders Register or Shareholders of the collective custody of the security account of  

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) at the closing day of Thursday, March 14th, 2019 at 16:00 Western Indonesian Time; 
c. Shareholders whose names are not in KSEI collective custody or his/her legal representative and plan to attend the Meeting, must show the original or submit the copy of Collective Share Certificate and the copy of Identity Card (“ID”) to 

the Registration Officer before entering into the Meeting room. For the Shareholders whose shares are in KSEI collective custody or his/her representative are going to attend the Meeting, must show the original of the Written Confirmation 
to Attend the Meeting (“KTUR”) and copies of ID;

d. Shareholders who are unable to attend the Meeting may be represented by his/her representative with the following terms:
i. The representation must provide a legitimate Power Of Attorney (”POA”) in the acceptable form to the BOD of the Company, or in accordance with the standard form of POA that may be obtained at the Head Office of the Company (attn. 

Corporate Secretary of the Company) during office hours or can be directly downloaded via the Company’s website;
ii. Members of the BOC, BOD, and the employees of the Company may act as any Shareholders’ representative in the Meeting, however their votes shall not be included in the total numbers of votes cast in the Meeting;
iii. The POA issued from the Shareholders having domicile abroad, shall be legalized by the local Indonesian Consulate;
iv. The completed POA with copies of ID of the Shareholders and the representative shall be received by the Company via Share Administration Bureau (”BAE”) PT Bima Registra, Satrio Tower, 9th Floor A2, Jalan Prof. Dr. Satrio Blok C4, 

Kuningan Setiabudi - Jakarta Selatan 12950 – Indonesia, telp: (021) 25984818 Fax : (021) 25984819 Website: www.bimaregistra.co.id
e. The reprsentative of shareholders in the form of legal entity (Corporate Shareholders) is requested to submit:

i. Copies of the valid AoA of the Company;
ii. The documents of the appointment of incumbent members of the management;

 to the Company via BAE at the address referred to in clause d.(iv) mentioned above, at the latest of Thursday, April 11th, 2019.
f. All Meeting materials including explanation of the agenda, all Meeting materials (including Annual Report for the Financial Year 2018), Curriculum Vitae of the Management and Public Accountant also the profile of the Public Accounting Firm 

which will be proposed on the Meeting are available on the Company’s website at www.cimbniaga.com, or may be obtained by submitting a written application to the Corporate Secretary of the Company during working hours at the address 
stated below.

g. The Shareholders of the Company are encouraged to read in advance the Meeting’s Rules of Conduct that can be directly downloaded through the Company’s website since the date of this Invitation.
h. In order to facilitate the arrangement of the Meeting, the shareholders or their proxies with due respect are requested to be present at the Meeting room the latest at 13:00 Western Indonesian Time.
In accordance with Good Corporate Governance practices, the BOD has carefully considered the place and time of the Meeting, so that shareholders may be present and given the opportunity to participate in the Meeting. Therefore, the BOD 
appeals to all shareholders of the Company to be able to attend and exercise their right to vote at the decision making of all agenda of the Meeting.

Jakarta, March 15th, 2019
The Board of Directors  

PT Bank CIMB Niaga Tbk
Address: Corporate Secretary, Graha CIMB Niaga 16th Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 58 – South Jakarta

Tel. (021) 250 5252, Fax. (021) 252 6749, e-mail: corporate.secretary@cimbniaga.co.id; website: www.cimbniaga.com


